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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat
dan rahmat-Nya, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 Asisten Deputi
Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Tahun 2021 telah
diselesaikan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan
kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahunnya.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis
beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Asisten
Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Tahun 2021.

Tahun 2021, secara umum Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,
dan Aparatur Negara berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam
perjanjian kinerja. Meskipun terdapat capaian keberhasilan, namun terdapat
permasalahan yang perlu diantisipasi pada saat merealisasikan target kinerja di
tahun 2021 ini. Permasalahan tersebut diantaranya masih adanya pandemi Covid-19,
sehingga ada pengalihan kegiatan seperti pelaksanaan diskusi/FGD secara daring,
menghadiri pertemuan/seminar/FGD di Luar Negeri dibatalkan, serta beberapa
kegiatan mengalami perubahan jadwal pelaksanaan. Upaya optimalisasi dilakukan
dengan pengalihan kegiatan untuk kondisi tanggap darurat Covid-19 seperti
pemberian bantuan kuota internet bagi pegawai yang work from home, pemberian
bantuan uang transportasi bagi pegawai yang work from office, dan pengalokasian
anggaran untuk pelaksaanaan SWAB Test bagi yang melakukan perjalanan dinas ke
luar kota. Akan tetapi, dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku
kepentingan, permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera didapatkan
solusinya untuk dilakukan perbaikan dalam merealisasikan target kinerja dalam
waktu yang tersisa. Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan
gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak
Asasi Manusia, dan Aparatur Negara pada tahun 2021. Semoga laporan kinerja ini
bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran,
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perumusan kebijakan bidang hukum, HAM, dan Aparatur Negara serta peningkatan
kinerja tahun anggaran selanjutnya.

Jakarta, Januari 2022

Asisten Deputi Bidang Hukum,
Hak Asasi Manusia, dan Aparatur
Negara

Bambang Poerwono, S.H., LL.M.
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan
Aparatur Negara merupakan pertanggungjawaban kinerja unit kerja Hukum, Hak
Asasi Manusia, dan Aparatur Negara kepada publik dan stakeholder serta sebagai
bahan penguatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada tahun mendatang.
Laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk mengukur
tingkat keberhasilan/kegagalan kinerja Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, dan Aparatur Negara berbasis pada penggunaan anggaran yang telah
dialokasikan.

Tahun 2021, Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan
Aparatur Negara mendapatkan alokasi anggaran dengan pagu awal sebesar Rp
900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang kemudian setelah dilakukan
refocusing kegiatan dan realokasi anggaran akibat pandemi Covid-19, dengan hasil
pagu revisi akhir menjadi sebesar Rp498.914.000,- (empat ratus sembilan puluh
delapan juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) atau terjadi pemotongan
anggaran sebesar 44,56%. Dari total anggaran yang dapat dimanfaatkan tersebut,
Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dapat
mengoptimalkan  pemanfaatannya, dengan realisasi anggaran  sebesar
Rp489.573.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh
tiga ribu rupiah) atau sebesar 98,13%.

Dengan penyerapan anggaran sebesar 98,13% tersebut, output yang dihasilkan
oleh Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara
sepanjang tahun 2021 berjumlah 92 (sembilan puluh dua) rekomendasi, yang terdiri
dari: 68 (enam puluh delapan) rekomendasi pada IKU 1 (rencana kebijakan dan
program pemerintah), 8 (lima) rekomendasi pada IKU 2 (persetujuan Presiden
terhadap kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga), 7 (tujuh) rekomendasi pada IKU 3 (alternatif penyelesaian masalah atas
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan), dan 9
(sembilan) rekomendasi pada IKU 4 (hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian
atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah). Ada beberapa IKU yang
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pencapaian outcomenya masih belum maksimal seperti IKU 1 dan IKU 3.
Ketidakmaksimalan capaian pelaksanaan IKU 1 dikarenakan dalam pelaksanaan
pemberian rekomendasi oleh Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur
Negara tergantung kepada surat masuk yang dikirimkan oleh K/L. Untuk IKU 4
dikarenakan kondisi pandemi COVID-19, maka kebijakan pimpinan adalah
membatasi kegiatan pemantauan ke daerah.

Jumlah output yang dihasilkan pada tahun 2021 sebesar 92 (sembilan puluh
dua) rekomendasi, melebihi dari target output yang telah direncanakan sebelumnya
sebesar 52 (lima puluh dua) rekomendasi dengan persentase capaian output
sebanyak 176,92%. Sedangkan dari segi outcome, Keasistendeputian Bidang
Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara menghasilkan 41 (empat puluh
satu) rekomendasi yang telah disetujui oleh Sekretaris Kabinet, kurang dari target
outcome yang direncanakan sebesar 52 (lima puluh dua) rekomendasi dengan
persentase capaian outcome sebanyak 80,77%.

Capaian kinerja dari segi output dan outcome tersebut dapat dicapai oleh
Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara karena
beberapa hal, antara lain: (1) bekerja lebih efektif dan efisien dengan menyesuaikan
kondisi pandemi yang ada, yakni dengan menggunakan sejumlah teknologi seperti:
whatsapp, aplikasi zoom sebagai sarana menyelenggarakan rapat internal maupun
eksternal, sehingga rekomendasi yang disampaikan cepat dan tepat; (2) memonitor
arahan Presiden dan rencana kebijakan pemerintah melalui Sistem Informasi Tindak
Lanjut Arahan Presiden (SITAP) di setiap rapat atau pertemuan yang membahas
penetapan kebijakan pemerintah; dan (3) senantiasa membuat laporan inisiatif dan
kajian terkait isu-isu dan permasalahan aktual di bidang pemerintahan hukum, HAM,
dan aparatur negara.

Meskipun demikian, sejumlah kendala/permasalahan masih ditemukan dalam
upaya mencapai target kinerja, seperti: (1) penyesuaian terhadap kondisi pandemi
Covid-19 oleh pejabat dan pegawai Keasistendeputian Bidang Hukum, HAM, dan
Aparatur Negara, seperti pelaksanaan Work From Home (WFH) dan Work From
Office (WFO), (2) Koordinasi dan kerja sama yang belum optimal, baik antar lembaga
pemerintah di pusat dan daerah maupun dengan unit kerja lain di lingkungan
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lembaga kepresidenan, yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Keasdepan
Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, (3) kurang optimalnya
sarana dan prasarana kantor termasuk software dan aplikasi dalam menunjang
kinerja; dan (4) masih kurangnya pelatihan dan pengembangan bagi pejabat dan
pegawai di Keasistendeputian Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara untuk
meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerjanya.

Keasistendeputian Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara terus melakukan
berbagai upaya untuk mengatasi sejumlah kendala/permasalahan tersebut, yakni
melalui: (1) peningkatan komunikasi, kerja sama, koordinasi internal, dan responsif
terhadap isu-isu terkait bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara; (2) berusaha
membangun  komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dengan
kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan
masyarakat secara kelompok maupun perseorangan yang menyampaikan aspirasi
kepada Pemerintah; (3) setiap ada rapat mengenai kondisi sarana dan prasarana,
Keasistendeputian Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara memberikan masukan
mengenai perlunya pembaharuan sarana dan prasarana yang lebih baik dan
mutakhir; dan (4) memberikan masukan ke Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi,
dan Tata Laksana, Sekretariat Kabinet terkait rencana penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan setiap tahunnya.
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BAB |
PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan
lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang
ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ketentuan Pasal 1
angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKj berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari
program, yang paling sedikit mencakup:

a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

b. realisasi pencapaian target kinerja organisasi;

c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan

d. pembandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun
berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam
Rencana Strategis organisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014,
setiap Entitas Akuntablitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja
atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah
dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara
berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja,
entitas akuntabilitas kinerja unit Organisasi, hingga entitas akuntabilitas kinerja
kementerian/kembaga.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran dan
evaluasi kinerja, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis
terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian
kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan
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fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan
kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan
sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun
mendatang.

Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian
singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja;
dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil
program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis
atas efisiensi penggunaan sumber daya).

Dalam laporan kali ini, akan diinformasikan mengenai rencana kinerja dan
capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur
Negara dalam kurun waktu 1 (satu) tahun atau dalam tahun anggaran 2021.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat
Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet maka terjadi perubahan dalam tugas, fungsi,
struktur, dan komposisi SDM pada Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, dan Aparatur Negara.

Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara,
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi
atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan,
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebiajakan
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu

mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengaatan
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dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan

substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh

Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur

negara. (Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Kabinet)

Adapun fungsi Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur

Negara adalah:

a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program
pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;

b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di
bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang mengalami
hambatan;

c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;

d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas renana  kebijakan
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang
hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang perlu mendapatkan
persetujuan Presiden;

e. penyampaian rekomedasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan
terhadap perkembangan umum di bidang hukum, hak asasi manusia, dan
aparatur negara;

f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin
dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak
asasi manusia, dan aparatur negara; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan.

Susunan organisasi Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan
Aparatur Negara terdiri dari:
a) Bidang Hukum;
b) Bidang Hak Asasi Manusia;
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c) Bidang Aparatur Negara; dan
d) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi
Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,
dan Aparatur Negara
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Sumber daya manusia yang dimiliki Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi

Manusia,dan Aparatur Negara (per 31 Desember 2021), berjumlah 17 (tujuh belas)
orang, dengan komposisi sebagai berikut:

&
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Tabel 1.1
Komposisi Sumber Daya Manusia
(Per 31 Desember 2021)

Vb | 2 Asisten 1 B ey | : , 1 PR N

Deputi

Kepala 3 - 1 - - 1 - 1
Wis| 1 | PMeng e : gE Er e
id | 3 AR AR i ; SR W e

Kepala 6 - 1 1 - 2 2 - 2
ic | 4 | Subbldang SR 6 S 5 7 9B G e 0
b | 1 | Analis | 7 | - 1 ¢ S o e
Wa | 6 P s : 8. 2 | Al %
Jml | 17 TBEEE R 17 | 11| 6 | 17

Secara penyebaran kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki masih belum
mencukupi karena setiap subbidang hanya memiliki seorang analis sehingga tidak
semua pekerjaan dapat ditangani dan diselesaikan secara maksimal. Namun secara
kualitas, sumber daya manusia yang dimiliki sudah cukup memadai karena didukung
dengan pendidikan formal (khususnya S2) dan informal yang sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya. Disamping itu, para pejabat dan pegawai pada Asisten Deputi
Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah mengikuti pendidikan
dan pelatihan manajerial sesuai dengan tingkat jabatannya dan dibekali dengan
pelatihan keterampilan guna mendukung pelaksanaan tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, dan Aparatur Negara menghadapi berbagai faktor pendukung dan
penghambat, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun yang berasal dari luar
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(eksternal). Faktor-faktor tersebut diusahakan untuk dikenali, dihadapi, dan disikapi
dengan tepat agar tidak mengganggu pelaksanaan kerja. Adapun faktor-faktor yang
biasa dihadapi oleh Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara
adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil analisis internal, maka kekuatan, kelemahan, dan potensi
Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah sebagai
berikut:

a. Kekuatan Organisasi

1) Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis dan reformasi
birokrasi;

2) Kebijakan organisasi;

3) Sumber daya manusia yang berkualitas.

b. Kelemahan Organisasi

1) Jumlah SDM yang masih minim, sehingga mempengaruhi pelaksanaan
tugas dan fungsi;

2) Mindset pelaksanaan fungsi analis kebijakan dalam kerangka
manajemen kabinet masih belum optimal;

3) Belum tumbuhnya inisiatif untuk melakukan pengkajian mandiri terhadap
isu-isu yang berkembang atau evaluasi kebijakan yang telah ditetapkan
pemerintah (tugas masih dilaksanakan berdasarkan disposisi).

c. Potensi Organisasi

1) Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk melaksanakan
tugas dan fungsi organisasi;

2) Tersedianya SDM yang berpotensi untuk dikembangkan melalui berbagai
pendidikan dan pelatihan;

3) Komitmen SDM pelaksana untuk terus meningkatkan kinerja.
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Faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi penetapan dan
pencapaian tujuan dan sasaran adalah: perkembangan politik, ekonomi, dan hukum
nasional, teknologi, dan globalisasi. Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor eksternal,
maka peluang dan ancaman terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Keasdepan

Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah sebagai berikut :

a. Peluang Organisasi
1) Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah
merupakan hal yang memperkuat landasan Keasdepan Bidang Hukum,
Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara sebagai bagian dari lembaga
pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;
2) Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan
dinamis dalam mendukung pengembangan e-government di setiap
instansi pemerintah;
3) Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik
(good governance) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan.
b. Ancaman Organisasi
Ancaman terhadap pencapaian kinerja Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, dan Aparatur Negara adalah:

1) Overlapping tugas dan fungsi/irisan pekerjaan di seluruh kedeputian
substansi dengan Kedeputian Dukungan Kerja Kabinet dan Kedeputian
Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara;

2) Koordinasi dan kerjasama yang kurang optimal baik dengan unit kerja di
lingkungan Sekretariat Kabinet, Kantor Kepresidenan, maupun dengan
unit kerja kementerian/lembaga.

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, potensi, peluang, dan ancaman di atas,
maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada selama ini dan
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kemungkinan yang akan dihadapi oleh Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, dan Aparatur Negara dalam tahun-tahun mendatang, yaitu:

a. Aspek Ketatalaksanaan
Koordinasi dan kerja sama yang belum optimal, baik antar lembaga
pemerintah di pusat dan daerah maupun dengan unit kerja lain di lingkungan
lembaga kepresidenan, yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas
Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara.

b. Aspek Sumber Daya Manusia
Kualitas dan kuantitas sebagian SDM masih perlu ditingkatkan untuk
mendukung tugas dan fungsi Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, dan Aparatur Negara.

c. Aspek Sarana dan Prasarana
Sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi belum terintegrasi
sepenuhnya dan belum ada kesesuaian antara manajemen teknologi
informasi dengan sistem yang sedang dan akan dikembangkan dan kurang
optimalnya sarana dan prasarana kantor termasuk software dan aplikasi

dalam menunjang kinerja
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan yang dilakukan oleh suatu unit organisasi dilaksanakan agar
seluruh aktivitas organisasi dapat diperkirakan dan dikendalikan. Dengan adanya
perencanaan yang jelas maka suatu organisasi akan dapat mengelola potensi,
peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja organisasi.

Rencana suatu organisasi memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan,
program, kegiatan, dan indikator kinerja yang diperlukan untuk operasionalisasi
kinerja organisasi secara optimal sesuai tugas pokok dan fungsinya sekaligus
menjadi pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai.

Tahun 2021, Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur

Negara terbentuk berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagai amanah lahirnya
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet.

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2021 dilakukan
pada awal tahun 2021, sehingga menggunakan informasi kinerja yang tercantum
dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024.

Tujuan merupakan penjabaran dari visi yang ditindaklanjuti dengan pencapaian
sasaran strategis. Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara
merumuskan tujuan yang diturunkan dari Tujuan Sekretariat Kabinet yakni
‘Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah, peningkatan kualitas
hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas
penyelenggaraan dukungan kerja kabinet, dan peningkatan kualitas tata kelola
pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet”, berdasarkan tujuan
tersebut, maka Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara
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menetapkan tujuan “Meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah dan
hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dibidang hukum, hak asasi
manusia, dan aparatur negara” dengan indikator tujuannya “Persentase rekomendasi
kebijakan pemerintah dan persentase hasil pengendalian penyelenggaraan
pemerintahan yang berkualitas”.

Peningkatan kualitas tercermin dari peningkatan target masing-masing indikator
tujuan dari setiap tujuan strategis Sekretariat Kabinet. Untuk masing-masing tahun
pada Tujuan |, Il, dan Il ditetapkan minimal target capaian kinerja sebesar 90% dan
ditargetkan terus meningkat sampai 100% pada akhir tahun jangka waktu Renstra.
Contohnya, apabila pada tahun 2021 Sekretariat Kabinet menetapkan target sasaran
kinerja 91%, dan tahun 2022 Sekretariat Kabinet menetapkan 92% dan seterusnya
diupayakan terjadi peningkatan target yang berarti pula jika target tercapai maka
terdapat peningkatan kualitas.

Pencapaian tujuan tersebut dijabarkan dalam Sasaran Strategis beserta indikator-
indikatornya.

Sasaran strategis merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang ingin dicapai pada setiap tahun.
Penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus dalam penyusunan kegiatan
dan alokasi sumber daya yang dimiliki.

Dalam sasaran dimuat indikator sasaran yang merupakan ukuran tingkat
keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan
beserta rencana tingkat capaian (target) masing-masing.

Setiap sasaran diidentifikasi melalui indikator kinerja masing-masing yang akan
dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran beserta indikator
kinerjanya dirumuskan berdasarkan tingkatan indikator.

Untuk tahun 2021, Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur
Negara menetapkan 2 (dua) sasaran program/kegiatan, yaitu:

1. Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi
manusia, dan aparatur negara;

10
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2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang
berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.

Sasaran strategis di atas, merupakan penjabaran visi dan misi Sekretariat
Kabinet yang merupakan kinerja dampak (outcome/impact) yang bukan sekedar
keluaran/hasil/output.

Rancangan Rekomendasi yang berkualitas adalah usulan rekomendasi yang
disusun berdasarkan hasil analisis yang dilaksanakan melalui desk study (kajian),
analisis, pemantauan dan evaluasi, forum diskusi, rapat koordinasi, serta
penyusunan policy paper/policy recommendation yang disampaikan kepada Deputi
dan/atau Sekretaris Kabinet. Rekomendasi dimaksud yang apabila disetujui akan
disampaikan kepada Presiden dan/atau instansi terkait, serta dapat dimanfaatkan
oleh Deputi dan/atau Sekretaris Kabinet dalam pengambilan keputusan.

Pengertian disetujui adalah usulan rekomendasi yang disampaikan kepada
Deputi Bidang Polhukam disetujui untuk diteruskan kepada Sekretaris Kabinet
dan/atau Presiden guna dijadikan bahan/sumber informasi untuk pengambilan
kebijakan/keputusan atau usulan rekomendasi tersebut disetujui untuk tidak perlu
diteruskan kepada Sekretaris Kabinet, tetapi dimanfaatkan menjadi bahan informasi
bagi Deputi dan/atau Sekretaris Kabinet yang akan digunakan dalam pengambilan
keputusan apabila diminta oleh Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden (tanpa perlu
diteruskan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden).

Ruang lingkup pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet adalah (i) penyelesaian masalah atas
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, serta (ii)
pemantauan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah.

Cara pencapaian tujuan dan sasaran merupakan rencana menyeluruh
mengenai upaya organisasi berupa penetapan kebijakan, program, dan kegiatan
dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki. Dalam mencapai tujuan dan

11
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sasaran di atas, perlu dilakukan pemilihan strategi pencapaiannya yang dijabarkan
ke dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan. Program disusun untuk
mengoperasionalkan kebijakan dengan orientasi pada pencapaian tujuan dan
sasaran. Adapun kegiatan disusun untuk mengoperasionalkan program guna
memberi kontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan dengan terlebih dahulu memilih
strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian tersebut kemudian dijabarkan melalui
kegiatan. Pada tahun 2021, Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur
Negara dalam dokumen Renja Sekretariat Kabinet 2021 (RAB/POK TA 2021)
mempunyai 2 (dua) kegiatan yakni penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang
politik, hukum, dan keamanan (6401) dan penyusunan hasil pengendalian
penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (6402)
yang dijabarkan dalam sub kegiatan:

1) penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan program
pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;

2) penyusunan  rancangan  rekomendasi atas rencana  kebijakan
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang
perlu mendaptakan persetujuan Presiden di bidang hukum, hak asasi
manusia, dan aparatur negara;

3) penyusunan rancangan rekomendasi atas alternatif penyelesaian masalah
atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami
hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur Negara; dan

4) penyusunan rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang
hukum, hak asasi manusia, dan aparatur Negara.

Perjanjian kinerja Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur
Negara merupakan ikhtisar kesepakatan rencana kinerja yang akan dicapai pada
tahun 2021 oleh seluruh unit kerja di lingkungan Keasdepan Bidang Hukum, Hak
Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, tersebut adalah sebagaimana tabel berikut:

12



Asisten Deput: Bidang Hubam. Hak rfsas LY 2oz
Manasia, dan panatun Hegara

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No SECEIED] Indikator Sasaran Satuan Target Target
Anggaran
1. | Terwujudnya 1.Persentase % 91 -
rekomendasi rekomendasi atas
kebijakan yang | rencana kebijakan
berkualitas di| dan program
Bidang pemerintahan di
Hukum, Hak| bidang hukum, hak
Asasi asasi manusia, dan
Manusia, dan aparatur negara yang
Aparatur dimanfaatkan oleh
Negara Deputi Bidang Politik,
Hukum, Dan
Keamanan
2. Persentase % 91
rekomendasi rencana
kebijakan
kementerian/lembaga
dalam bentuk
peraturan

Menteri/Kepala
Lembaga yang periu
mendapatkan
persetujuan Presiden
yang ditindaklanjuti di
bidang hukum, hak
asasi manusia, dan
aparatur negara.

2. | Peningkatan 1. Persentase alternatif % 91 -
kualitas hasil penyelesaian
pengendalian masalah atas
penyelenggara pelaksanaan
an kebijakan dan
pemerintahan program pemerintah

yang mengalami
hambatan yang
ditindaklanjuti

2. Persentase hasil % 91

13
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No Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target Target
Anggaran
pemantauan,
evaluasi, dan
pengendalian atas
pelaksanaan

kebijakan dan
program pemerintah
yang ditindaklanjuti di
bidang hukum, hak
asasi manusia, dan
aparatur negara.

Berbeda dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahun sebelumnya yang
menargetkan capaian target kinerja 100% untuk masing-masing tahun, Rencana
Strategis Tahun 2020-2024 ini dimulai dari target 90% dan untuk tahun 2021
targetnya adalah 91%. Hal ini mengingat Sekretariat Kabinet menginginkan capaian
kinerja tersebut adalah capaian kinerja oufcome yang benar-benar berdampak
signifikan pada penyelenggaraan pemerintahan atau pada kehidupan masyarakat.
Perubahan target capaian kinerja tersebut merupakan paradigma baru Sekretariat
Kabinet dalam menetapkan capaian target. Perubahan target kinerja dari semula
100% menjadi paling sedikit 91% bukanlah suatu penurunan target, melainkan
perubahan cara penghitungan. Semula penghitungan “outcome rasa output’ menjadi
“outcome rasa impact’. Target kinerja minimal 91% tersebut cukup menantang untuk

diwujudkan karena tidak mudah dicapai tetapi masih memungkinkan untuk dicapai.

Tahun 2021, uraian mengenai Indikator Kinerja Utama Asdep Bidang Hukum,
Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, sebagaimana dalam tabel berikut:
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Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Persentase rancangan rekomendasi atas rencana | 91%
kebijakan dan program pemerintahan di bidang
hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara
yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Persentase rancangan rekomendasi atas rencana| 91%
kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk
peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang
hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara
yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Persentase rancangan rekomendasi alternatif| 91%
penyelesaian masalah atas pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah yang
mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi
manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet.

Persentase rancangan rekomendasi hasil| 91%
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas '
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah
di bidang hukum, hak asasi manusia, dan
aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris
Kabinet.

Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program
pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara
yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Indikator pertama mengukur keberhasilan kinerja sasaran melalui output
rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, dalam rangka
pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana
kebijakan dan program pemerintah, penyampaian rekomendasi atas hasil
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pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, serta
penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin
dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak
asasi manusia, dan aparatur negara. Perumusan rekomendasi atas kebijakan
pemerintah ini dilaksanakan dengan cara mengkaji suatu kebijakan dan program
yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk selanjutnya
menghasilkan suatu rekomendasi bagi pemerintah untuk dijadikan sebagai dasar
penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan. Rekomendasi yang
dihasilkan dapat berupa rencana kebijakan dan program untuk jangka panjang
atau rencana kebijakan dan program jangka pendek dalam rangka menjawab
permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang muncul seketika.

Pengkajian dan rekomendasi dibuat berdasarkan kajian literatur, teori, atau
pendapat pakar serta pengetahuan dan pengalaman staf atas isu-isu yang
berkembang di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara, dengan
target persentase yang ditetapkan sebesar 91%.

Rumusan indikator pertama sasaran strategis | memperlihatkan bahwa
rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas adalah rekomendasi yang
dimanfaatkan oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan suatu rekomendasi telah

dimanfaatkan yaitu:

1. Rekomendasi tersebut digunakan oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga
sebagai bahan kebijakan pemerintah. Penggunaan rekomendasi dibuktikan
dengan adanya pernyataan, arahan, disposisi, atau dikeluarkannya suatu
kebijakan yang isinya menggambarkan rekomendasi yang dibuat oleh
Sekretariat Kabinet;

2. Rekomendasi diterima Presiden tanpa ada disposisi yang menyatakan bahwa
Presiden menolak atau menyatakan tidak akan menggunakan rekomendasi

yang disampaikan Sekretariat Kabinet, dibuktikan dengan melakukan fracing
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nomor tanda terima serta disposisi atas Memorandum Sekretaris Kabinet
kepada Presiden.

3. Rekomendasi digunakan oleh Menteri/Kepala Lembaga sebagai bahan
kebijakan dan/atau program pemerintah yang diindikasikan dengan bukti,
seperti dokumen undangan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga
atau memorandum notulen hasil rapat, yang menggambarkan gagasan dan
saran pendapat Sekretariat Kabinet dalam rangka penyusunan bahan
rekomendasi kebijakan.

4. Rekomendasi diterima Menteri/Kepala Lembaga tanpa ada pernyataan
penolakan atau ketidaksetujuan atas rekomendasi yang diberikan Sekretariat
Kabinet, dibuktikan dengan melakukan pemantauan atas surat keluar
Sekretariat Kabinet.

Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga di
bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

Indikator kedua sasaran strategis | digunakan untuk mengukur ketercapaian
kualitas rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk
peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan
aparatur negara yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, sebagai
pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana
kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala
Lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara, dengan
target presentase yang ditetapkan sebesar 91%.

Dalam rangka memberikan rekomendasi tersebut, Asdep Hukum, HAM, dan
Aparatur Negara melakukan analisis yang diperlukan termasuk atas substansi
peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang existing/berlaku untuk melihat secara
menyeluruh kebijakan dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang
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perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Analisis dimaksud merupakan kinerja
yang strategis sehingga perlu digunakan sebagai kriteria dalam menetapkan
kinerja indikator kedua sasaran strategis .

Sebagian kebijakan dan program yang akan dijalankan oleh Menteri/Kepala
Lembaga perlu dibahas terlebih dahulu dalam sidang kabinet. Kebijakan dan
program dimaksud terutama untuk kebijakan lintas sektor dan kebijakan yang
pelaksanaannya berdampak pada masyarakat luas. Kebijakan dan program
tersebut berupa rancangan peraturan Menteri.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan rekomendasi atas rencana
kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala
Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden telah ditindaklajuti yaitu:

e Rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet berupa ditetapkannya
atau dibatalkannya rencana kebijakan dalam bentuk peraturan
Menteri/Kepala Lembaga disetujui oleh Presiden.

e Rekomendasi hasil analisis atas substansi peraturan Menteri/Kepala
Lembaga berupa usulan perubahan ditindaklanjuti Menteri/Kepala Lembaga.

Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan
di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui
oleh Sekretaris Kabinet.

Sebagian kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi
manusia, dan aparatur negara menghadapi permasalahan berupa hambatan
dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut dapat berupa kekurangan biaya,
pelaksana yang tidak kompeten, kesulitan teknis, kesulitan koordinasi, atau
permasalahan hukum. Ketika permasalahan tersebut muncul, maka Asdep
Hukum Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara memfasilitasi dan

mengoordinasikan pencarian alternatif penyelesaian masalah yang bersifat

18



Ascoten Deputi Bidang Fubam, Fak Asas LR 202l

terobosan yang mungkin dapat ditempuh (debottlenecking). Asdep Hukum Hak
Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dapat memanggil pihak-pihak terkait dalam
rangka mencari alternatif penyelesaian masalah. Target presentase yang
ditetapkan sebesar 91%.

Indikator pertama sasaran strategis || mengukur kualitas hasil pengendalian
penyelenggaraan pemerintah berupa alternatif penyelesaian masalah atas
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan
yang ditindaklanjuti dalam rangka pelaksanaan fungsi penyelesaian masalah atas
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan telah ditindaklanjuti yaitu:
Alternatif penyelesaian masalah yang disampaikan Sekretariat Kabinet
digunakan sebagai dasar bertindak Presiden, Menteri dan/atau Kepala Lembaga
untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di
bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet.

Output kedua dari pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang
dilakukan Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur
Negara adalah berupa hasil pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukuim, hak asasi
manusia, dan aparatur negara, dengan target presentase yang ditetapkan
sebesar 91%.

Kebijakan dan program yang telah ditetapkan pemerintah memeriukan
pemantauan dan evaluasi untuk menjadi bahan perbaikan. Pemantauan dan
evaluasi  ditujukan untuk memastikan kebijakan dan program tersebut

dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
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pengendalian dapat dilakukan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
suatu kebijakan atau program pemerintah.

Kegiatan pemantauan dilaksanakan dengan mengamati, mengidentifikasi,
serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul dalam
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah untuk dapat diambil tindakan
sedini mungkin. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan menganalisis hasil
pemantauan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilanjutkan
dengan pelaporan yakni menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan
evaluasi yang telah dilaksanakan. Sementara pengendalian adalah serangkaian
kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kebijakan
atau program pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang
ditetapkan.

Indikator kedua sasaran strategis || mengukur keberhasilan kinerja sasaran
dengan outcome berupa hasil laporan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian
atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti, dalam
rangka pelaksanaan fungsi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Kriteria penentuan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian telah
ditindaklanjuti yaitu: Rekomendasi di dalam laporan hasil pemantauan, evaluasi,
dan pengendalian digunakan sebagai masukan (feedback) atau dasar pemberian
sanksi oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga dalam rangka mengevaluasi atau
mengoreksi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang perlu
diperbaiki.
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Kabinet pada intinya telah menetapkan sasaran
strategis Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara
yang terbagi menjadi 2 sasaran, yaitu:

1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan (Rincian Output (RO) 1); dan

2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang
berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Rincian Output (RO) 2).

Berdasarkan 2 sasaran strategis tersebut, Asisten Deputi Bidang HUkum, HAM,
dan Aparatur Negara memiliki 4 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di
bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang dimanfaatkan
(Target minimal 91%);

2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam
bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan
Presiden di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang
dimanfaatkan (Target minimal 91%);

3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Hukum,
Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti (Target minimal
91%); dan

4. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti (Target minimal 91%).
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Manasia. dan Aparatur Negara

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM dan Aparatur Negara pada

Tahun 2021, dapat dilihat pada gambar dashboard SIKT, sebagai berikut:
Gambar 3.1.

Layar Dashboard SIKT Tahun 2021
Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara
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Adapun target jumlah rekomendasi yang ditetapkan oleh Asisten Deputi Bidang
Hukum, HAM, dan Aparatur Negara Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut:

Tabel 3.1
Target Jumlah Rekomendasi dalam POK Tahun 2021

Rekomendasi yang berkualitas di bidang hukum, hak
asasi manusia, dan aparatur negara

Rekomendasi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam
bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang hukum,

hak asasi manusia, dan apa
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Rekomendasi yang berkualitas di bidang hukum, hak

asasi manusia, dan aparatur negara

Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian
atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di
bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.

Pada awal Tahun 2021 Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur
Negara telah menetapkan target (jumlah rancangan rekomendasi kebijakan) pada
dokumen Renja dan POK Asdep Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara Tahun
2021 sebanyak 52 rancangan rekomendasi dengan rincian 34 rancangan
rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintahan di bidang hukum,
hak asasi manusia, dan aparatur negara, 6 rancangan rekomendasi rencana
kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga di
bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara, 6 rancangan rekomendasi
alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan
aparatur negara, dan 6 rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum,
hak asasi manusia, dan aparatur negara.

Pada tahun 2021, capaian kinerja yang dihasilkan oleh unit kerja
Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dapat
dilihat dari jumlah dokumen yang dihasilkan yakni berjumlah 92 (sembilan puluh
dua) dokumen atau 176,92% dari jumlah seluruh output yang ditargetkan dalam
Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2021 yakni 52 dokumen.

Secara umum capaian kinerja Keasistendeputian bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, dan Aparatur Negara memuaskan dengan mempertimbangkan kondisi
pandemi COVID-19 yang berlangsung hingga akhir 2021. Berikut disampaikan
rincian capaian output berdasarkan IKU pada tiap periodenya dapat dilihat pada
tabel.
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Tabel 3.2
Capaian Output Tahun 2021

| TR e 68 Rekomendasi 200%

 KUS |7 Rekomendasi 116,67% |

92 Rekomendasi

Sedangkan untuk capaian outcome Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM, dan
Aparatur Negara pada tahun 2021, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian OutcomeTahun 2021

s o G e 21 Rekomendasi 109,89%

" IKU3 | 4 Rekomendasi 109,89%

umlah 41 Rekomendasi

Bila dibandingkan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, dan Aparatur Negara tahun 2017-2021, didapatkan angka perbandingan,
sebagai berikut:

1. Tahun 2017, Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur
Negara menghasilkan 352 dokumen atau 153,71% dari jumlah seluruh output
yang ditargetkan, yaitu 229 dokumen.

2. Tahun 2018, Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur
Negara menghasilkan 347 dokumen atau 143,98% dari jumlah seluruh output
yang ditargetkan, yaitu 241 dokumen.

3. Tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur
Negara menghasilkan 260 dokumen atau 86,67% dari jumlah seluruh output
yang ditargetkan, yaitu 300 dokumen.
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4. Tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur
Negara menghasilkan 236 dokumen atau 127,57% dari jumlah seluruh output
yang ditargetkan, yaitu 185 dokumen.

5. Tahun 2021, Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur
Negara menghasilkan 92 dokumen atau 176,92% dari jumlah seluruh output
yang ditargetkan, yaitu 52 dokumen.

Secara keseluruhan ada penurunan target rekomendasi cukup signifikan di
tahun 2021 (sebanyak 133 rekomendasi dibanding tahun 2020). Penurunan target
rekomendasi di tahun 2021 dikarenakan bahwa Asdep Hukum, HAM, dan Aparatur
Negara menginginkan capaian kinerja tersebut adalah capaian kinerja outcome yang
benar-benar berdampak signifikan pada penyelenggaraan pemerintahan atau pada
kehidupan masyarakat.

Hal tersebut tergambar dalam perbandingan Tabel di berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Jumlah Output Rekomendasi Tahun 2017, 2018, 2019,
2020, dan 2021

163,71%
2018 241 347 143,98%
2019 300 260 86,67%
2020 185 236 127,57%
2021 52 92 176,92%
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Grafik 3.1 Perbandingan Target dan Jumlah Ouput Rekomendasi Tahun 2017,
2018, 2019, 2020, dan 2021
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Sedangkan untuk capaian (jumlah rekomendasi yang disampaikan Sekretaris
Kabinet kepada Presiden dan Kementerian/Lembaga) untuk tahun 2021 adalah sebagai
berikut:

Tabel 3.5
Capaian Output dan Outcome Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM, dan
Aparatur Negara pada Tahun 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
{(5)%5)"10 {(5)1(:)*10 (7)’(3)‘10
IKU 1 34 91% 68 21 21 100% | 61,76% | 109,89%
IKU 2 6 91% 8 8 8 100% | 133,33% | 109,89%
IKU 3 6 91% 2 4 4 100% | 66,67% | 109,89%
IKU 4 6 91% 9 9 8 88% 150% | 97,67%
TOTAL | 52 91% 92 42 41 97,61% | 80,77% | 107,26%

Bila dibandingkan dengan Tahun 2017, 2018, Tahun 2019, dan Tahun 2020,
tahun 2021 terjadi penurunan capaian rekomendasi di bidang hukum, hak asasi
manusia, dan aparatur negara yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet (output
secara total) penurunan tersebut terjadi disebabkan tahun 2021 fokus pemerintah
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masih pada sektor Kesehatan, Ekonomi, dan Maritim sehingga untuk sektor hukum,
hak asasi manusia, dan aparatur negara cenderung mengalami penurunan dalam

pencapaian output.

Grafik 3.2
Perbandingan Capaian Output Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021
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Pada grafik di atas terlihat bahwa realisasi serta capaian output dari
Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara selama
S (lima) tahun terakhir berfluktuasi. Meskipun demikian, realisasi yang berfluktuasi
tersebut masih menunjukan tren yang positif mengingat target dokumen atau
rekomendasi setiap tahunnya selalu dicapai oleh Keasistendeputian Bidang Hukum,
Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara hingga melebihi atau sama dengan 100%.

Analisis hasil capaian untuk masing-masing indikator sasaran tersebut di atas

adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Tabel 3.2 di menunjukkan bahwa persentase rekomendasi atas
rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia,
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dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dengan target ditetapkan
91% dan realisasi 100%. Oleh karena itu, capaiannya adalah sebesar 109,89%.

Dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021, Asdep Bidang
Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah menyusun 68 (enam puluh
delapan) rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah bidang
hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui Deputi naik kepada
Sekretaris Kabinet dan sebanyak 21 (dua puluh satu) rekomendasi Seskab setuju
untuk disampaikan kepada Presiden atau K/L.

Kegiatan penyusunan rekomendasi atas rencana dan program pemerintah di
bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara dalam kurun waktu tersebut
telah mencapai 68 rekomendasi dilaksanakan dengan berbagai macam kegiatan
diantaranya adalah kegiatan menghadiri FGD, pengumpulan data dan koordinasi
bersama Kementerian/Lembaga, menghadiri undangan, penyusunan kajian di bidang
hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang dapat diambil sebagai bahan
penyusunan rekomendasi tersebut.

Mengingat sejak tahun 2020 dan sampai tahun 2021, Indonesia dilanda
pandemi COVID-19, maka beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Asisten Deputi
Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dilakukan dengan
webinar/daring. Beberapa rekomendasi IKK 1 yang telah dihasilkan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Laporan Kinerja Tahun 2021 ini.

Tabel 3.6
Capaian IKK 1 Tahun 2021
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Grafik 3.3
Capaian IKK 1 Tahun 2021

Grafik 3.4
Jumlah Capaian IKK 1 Tahun 2018-2021
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Dapat kami sampaikan bahwa untuk IKK 1 di Tahun 2021, dari 68 rekomendasi
yang disampaikan kepada Seskab sebanyak 47 rekomendasi (69,12%) disetujui
oleh Seskab untuk tidak perlu diteruskan kepada Presiden atau tidak perlu
ditindaklanjuti mengingat terhadap rekomendasi yang disampaikan diantaranya
berupa laporan pelaksanaan kegiatan, permasalahan yang sudah pernah
ditindaklanjuti, permasalahan yang saat ini masih dalam proses penanganan di K/L
terkait dan beberapa isu yang menurut Deputi perlu dimonitor lebih lanjut sebelum
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dilaporkan kepada Sekretaris Kabinet, serta bahan atau informasi yang digunakan
oleh Deputi saat rapat/ dipanggil Sekretaris Kabinet.

Sedangkan yang disampaikan kepada Presiden/K/L sebanyak 21 rekomendasi
(30,88%), secara keseluruhan sesuai dengan pengertian disetujui di atas maka
seluruh rekomendasi yang telah disampaikan kepada Seskab (68 rekomendasi)
dikatakan disetujui oleh Seskab untuk diteruskan kepada Presiden (30,88%) dan
disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk tidak perlu diteruskan kepada Presiden dan
digunakan/dimanfaatkan oleh Presiden dalam pengambilan keputusan atas
permasalahan/laporan/isu tersebut sebanyak 47 rekomendasi (69,12%).

Adapun rekomendasi dari IKU 1, antara lain:
a. Pembahasan Rencana Pembangunan Gedung Kantor di Lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan telah
menyelenggarakan rapat pada tanggal 8 Februari 2021 secara virtual untuk
membahas permohonan pembukaan blokir pembangunan 5 gedung kantor di
lingkungan Kemenkumham pada tahun 2021, yaitu Kantor Wilayah Sulawesi
Selatan, Kantor Wilayah Kalimantan Selatan (di Banjarbaru), Kantor Imigrasi
Kelas Il TPl Putussibau, Kantor Imigrasi Kelas | TP| Biak, dan Badiklat
Kepulauan Riau.

Terhadap permohonan tersebut kami menyampaikan bahwa pada prinsipnya
Sekretariat Kabinet telah menelaah usulan Kemenkumham tersebut dan
menyampaikan rekomendasi kepada Presiden. Namun demikian, hingga saat
ini Presiden belum memberikan persetujuan atau arahan/petunjuk terhadap
usulan pembangunan gedung kantor Kemenkumham tersebut. Oleh karena
itu, Sekretariat Kabinet akan menyampaikan kembali rekomendasi atas
usulan pembangunan gedung kantor di lingkungan Kemenkumham tersebut
kepada Presiden.
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Gambar 1. Memo Sekretaris Kabinet kepada Presiden terkait Permohonan Izin Pembangunan

Gedung pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

b. Permohonan Audiensi Ketua Komisi Yudisial

Ketua Komisi Yudisial (KY) menyampaikan permohonan audiensi kepada

Presiden untuk membicarakan penguatan kelembagaan KY melalui

perubahan susunan organisasi pada Sekretariat Jenderal KY sebagaimana

diatur dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2012.
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Dalam RPerpres tersebut, KY mengusulkan perubahan pada fungsi
Sekretariat Jenderal KY; penambahan jumlah biro, bagian, dan subbagian
dari yang semula berjumlah 5 biro, 5 bagian, dan 3 subbagian menjadi 7 biro,
4 bagian, dan 3 subbagian; pembentukan Inspektorat; dan pembentukan
Pusat sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja; serta pengaturan
mengenai tenaga ahli paling banyak 14 orang.

Terhadap permohonan tersebut kami menyampaikan bahwa susunan
organisasi Sekretariat Jenderal KY masih cukup mampu untuk melaksanakan
fungsi supporting pemberian dukungan administratif dan teknis operasional
kepada Pimpinan KY, sehingga Presiden belum perlu menerima audiensi KY
tersebut.

c. Permohonan Kehadiran Presiden dalam Acara Peringatan Hari Anti
Narkotika Internasional Tahun 2021

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menyampaikan permohonan
kehadiran Presiden untuk memberikan kata sambutan dalam acara peringatan
Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2021 pada 28 Juni 2021.

Adapun tema yang diangkat BNN dalam acara HANI Tahun 2021 adalah
Perang Melawan Narkoba (War on Drugs) di Era Pandemi Covid-19 Menuju
Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar).

Terhadap permohonan tersebut kami menyampaikan bahwa BNN
merupakan leading sector Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024
dan telah melaksanakan program Desa Bersinar yang merupakan salah satu
program prioritas BNN dalam P4GN, sehingga Presiden dipertimbangkan
untuk dapat hadir dalam acara tersebut.

d. Bahan Pidato Kenegaraan Presiden pada Sidang Bersama DPR dan
DPD Tanggal 16 Agustus 2021
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Sekretaris Kabinet telah menyampaikan surat kepada Menteri Sekretaris
Negara dan materi dan bahan pidato kenegaraan tersebut juga telah kami

masukkan ke dalam sistem informasi website https:/single.setneg.go.id.

Beberapa hal penting yang disampaikan sebagai bahan pidato kenegaraan
dari Setkab, antara lain upaya pelaksanaan koordinasi pembentukan

rancangan peraturan menteri/kepala lembaga; mengawal pembentukan UU
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan-peraturan
pelaksanaannya (PP dan permen); dan penyelenggaraan persidangan

kabinet secara virtual melalui video conference.

Gambar 2. Bahan Pidato Kenegaraan Sekretaris Kabinet kepada Presiden Rl di depan Sidang
Bersama DPD RI dan DPR RI dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh

e. Permohonan Dukungan atas Proposal Game Nusa Regalis

Bayu Yudha Prawira selaku perwakilan Tim Nusa Regalis menyampaikan

permohonan kerja sama atas proyek pembangunan mobile game Nusa

Regalis.

Dalam proposal proyek tersebut disampaikan bahwa Nusa Regalis adalah
mobile game berbasis teknologi Interactive Augmented Reality (IAR) pertama
di Indonesia yang mengusung konsep petualangan perburuan harta karun
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(treasure hunt adventure) dan bertujuan untuk meningkatkan minat
masyarakat, khususnya generasi muda Indonesia untuk mendalami sejarah
dan budaya Indonesia, sekaligus diharapkan dapat menghidupkan kembali
kunjungan ke museum, tempat bersejarah, dan lokasi wisata di seluruh
Indonesia.

Terhadap permohonan tersebut kami menyampaikan bahwa Pemerintah
memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Oleh
karena itu, Pemerintah perlu mendukung proposal Nusa Regalis sebab hal
tersebut juga sesuai dengan program dan kebijakan Pemerintah, khususnya
dalam hal pembiayaan khusus dan pengembangan konten kreatif (seperti
aplikasi dan games) bagi usaha ekonomi kreatif, sebagaimana diatur dalam
Lampiran Huruf E.2. Angka 12 Perpres Nomor 142 Tahun 2018 tentang
Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025
dan Arahan Presiden pada tanggal 16 April 2020 mengenai Mitigasi Dampak
Covid-19 terhadap Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

[Baden berdasaman Perpros Nomor 86 Tahun 3018 dan Peipres
BT Tt 2010, hersama il kami iwruskan proposal Nusa Fegalis lerssbut
hepads Menterviiepsts Sacan. guas dhap dan dmndeklenyt sesssl ketentunn
pntatusan perundang undangan

Alan periuten dan ks samaiys Bucaphan Wems kasi

Eg
M

Twmbusan Yih
Prosuton [l sebagsi wporsn

Gambar 3. Surat Seskab Menteri/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
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f. Persetujuan Pembangunan Gedung Kantor pada Satuan Kerja di
Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) kepada Presiden
dengan surat Nomor: 19567/MPK.A/LK0000/2021 tanggal 25 Maret 2021
menyampaikan permohonan izin pembangunan gedung Kantor LLDIKTI XIII
Aceh, LLDIKTI XIV Biak, LLDIKTI XV Kupang, Kantor Bahasa Provinsi
Maluku, dan Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo.

Terhadap usul Mendikbudristek tersebut, telah dilakukan pembahasan
dalam beberapa rapat bersama instsansi terkait, yakni Kemenkeu,
Bappenas, kemendikbudristek, dan Setkab, yang secara prinsip menyepakati
direkomendasikannya pemberian izin tersebut.

Mempertimbangkan dokumen pendukung pembangunan gedung
(Urgensi pembangunan, RKBMN, Analisa PUPR, DIPA, dan sertifikat tanah)
telah lengkap, maka dari 5 (lima) gedung kantor yang dimintakan izin,
prinsipnya Presiden memberikan izin untuk pembangunan 4 (empat)
gedung kantor yaitu: (i) Kantor Bahasa Provinsi Maluku; (ii) Kantor Bahasa
Provinsi Gorontalo; (i) LLDIKTI XIll Banda Aceh; dan (iv) LLDIKTI XV
Kupang. Sedangkan pembangunan kantor LLDIKTI XIV Biak belum dapat
diberikan persetujuan dikarenakan belum siapnya anggaran, lahan, dan
dokumen pendukung.
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Gambar 4. Surat Sekretaris Kabinet Kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Perihal Persetujuan Pembangunan Gedung Kantor pada Satuan Kerja di Lingkungan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

g. Rencana Kebijakan Pemerintah untuk membentuk Badan Peraturan
Perundang-undangan

Menindaklanjuti arahan Presiden Rl dan program Pemerintah untuk
membentuk suatu badan tunggal peraturan perundang-undangan, Sekretariat
Kabinet telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Legislasi Pemerintah
Korea Selatan (Ministry of Government Legislation/MoLEG) dengan
melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di
hadapan Presiden Rl pada tanggal 10 September 2018 di Seoul, Korea
Selatan.

Melalui MoU tersebut, Sekretariat Kabinet dan MoLEG menyepakati kerja
sama di bidang reformasi regulasi di Indonesia yang meliputi pertukaran
informasi, pengalaman, dan pengetahuan antar kedua negara, serta fasilitasi
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pembangunan prasarana dan sarana teknologi informasi  untuk
memperlancar distribusi dan diseminasi peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menindaklanjuti MoU tersebut, Sekretariat Kabinet dan
MoLEG telah membentuk dan melaksanakan Rencana Aksi Implementasi
Periode 2020-2021 (Plan of Action for the Periode of 2020-2021) dengan
menyelenggarakan berbagai kegiatan, diantaranya 5 kali Seminar Kerja
Sama Legislatif antara /ndonesia-Korea Legislative Cooperation Seminar).
Seminar tersebut bertujuan untuk mempelajari proses pembentukan
peraturan perundang-undangan di Korea Selatan sebagai bentuk leaming
process Indonesia terhadap pembentukan perundang-undangan di Korea

Selatan.

Gambar 5. Penyelenggaraan Seminar Kerja Sama Legislatif antara Indonesia-
Korea secara virtual.

h. Permohonan Persetujuan 15 (Lima Belas) Jabatan Kolonel di

Lingkungan TNI

Panglima TNI menyampaikan permohonan persetujuan 15 (lima belas)
jabatan kolonel di lingkungan TNI kepada Presiden, dengan maksud
penataan organisasi di lingkungan TNI.
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Dalam suratnya, Panglima TNI menyampaikan daftar rincian
penambahan 15 (lima belas) jabatan kolonel, yakni: 2 (dua) jabatan kolonel di
lingkungan Mabes TNI, 6 (enam) jabatan kolonel di lingkungan Mabes TNI
Angkatan Darat, 3 (tiga) jabatan kolonel di lingkungan Mabes TNI Angkatan
Laut, dan 4 (empat) jabatan kolonel di lingkungan Mabes TNI Angkatan
Udara.

Atas usulan tersebut. Kedeputian Polhukam menyampaikan
pandangannya kepada Sekretaris Kabinet bahwa idealnya, penataan
organisasi bukan berarti sekedar penambahan jumlah jabatan, melainkan
berfokus terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam
mencapai tujuan serta pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Selain itu,
mengingat permohonan penambahan 15 (lima belas) jabatan kolonel di
lingkungan TNI berimplikasi terhadap beban kerja dan keuangan negara,
maka perlu pertimbangan dari Kementerian Keuangan terkait hal tersebut.
Terlebih saat ini, Indonesia masih berfokus dalam penanganan pandemi dan
pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, Kedeputian Polhukam telah
menyampaikan laporan kepada Sekretaris Kabinet, terkait usul Panglima TNI
dimaksud dengan inti rekomendasi bahwa usulan penambahan jabatan baru

di lingkungan TNI perlu dipertimbangkan dan dikaji kembali.

Tabel 3.2 di menunjukkan bahwa persentase rekomendasi atas rencana
kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan
aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dengan target ditetapkan 91%
dan realisasi 100%. Oleh karena itu, capaiannya adalah sebesar 109,89%.
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Dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021, Asdep
Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah menyusun 8
(delapan) rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk
peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan
aparatur negara yang disetujui Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada
Presiden atau K/L.

Mengingat tahun 2021 Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19, beberapa
kegiatan yang telah dilaksanakan dilakukan dengan webinar/daring, rapat koordinasi
dengan kementerian atau lembaga terkait untuk mendapatkan bahan/data/informasi
yang diperlukan, mengadakan forum group discussion/FGD sebagai bahan
penyusunan rekomendasi tersebut. Beberapa rekomendasi IKK 2 yang telah
dihasilkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Laporan Kinerja Tahun 2021
ini.

Tabel 3.7
Capaian IKK 2 Tahun 2021

IKK 2 91% 8 0 8
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Grafik 3.5
Capaian IKK 2 Tahun 2021

IKK |

S I

Grafik 3.6

Jumlah Capaian IKK 2 Tahun 2017-2021

Penurunan capaian di atas dari Tahun 2017, 2018, 2019, 2020. Dan 2021
tidaklah mengambarkan penurunan kinerja, hal tersebut terjadi karena usulan
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rancangan yang dimintakan ijin prakarsa dan substansi yang diajukan oleh instansi
pengusul kepada Presiden mengalami kenaikan namun banyak usulan rancangan
peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang tidak perlu mendapatkan persetujuan
Presiden (jumlah sangat tergantung pada usulan dari instansi pemrakarsa suatu

rancangan).
Adapun beberapa rekomendasi dari IKU 2, sebagai berikut:

a. Penyusunan RPermenkumham Tata Cara Pengambilan, Identifikasi,
Perumusan, Pemberian Keterangan, dan Pendokumentasian Teraan Sidik
Jari

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan
HAM menyelenggarakan rapat konsinyasi yang bertujuan untuk membahas
RPermenkumham tentang Tata Cara Pengambilan, Identifikasi, Perumusan,
Pemberian Keterangan, dan Pendokumentasian Teraan Sidik Jari, yang
dimaksudkan untuk mencabut Permenkumham Nomor 37 Tahun 2016 yang telah
digunakan sebagai tata cara atau pedoman dalam penyelenggaraan layanan
jasa hukum oleh Ditjen AHU Kemenkumham di bidang daktiloskopi.

Dalam rapat disampaikan bahwa RPermenkumham tersebut memerlukan
persetujuan Presiden karena memenuhi kriteria “berdampak luas bagi kehidupan
masyarakat” dan “bersifat strategis” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2)
Perpres Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden
terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.
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Gambar 6. Rapat Konsinyasi Penyusunan RPermenkumham tentang Tata
Cara Pengambilan, Identifikasi, Perumusan, Pemberian Keterangan, dan
Pendokumentasian Teraan Sidik Jari di Tangerang Selatan, 25-27 November
2021.

b. Persetujuan Presiden atas Rancangan Kepala BPIP tentang Materi Dasar
Pembinaan Ideologi Pancasila

Kepala BPIP dengan surat nomor: B.267/Ka.BPIP/10/2021 tanggal 19
Oktober 2021 menyampaikan permohonan persetujuan Presiden dalam rangka
penetapan Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang
Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila.

R-PerBPIP tersebut bertujuan memberikan landasan hukum guna
pemanfaatan Materi Standar PIP dalam rangka pelaksanaan PIP yang dilakukan
oleh BPIP, lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah,
organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Materi Dasar PIP ini akan menjadi landasan untuk pembinaan ideologi
Pancasila secara menyeluruh, berkelanjutan, dan pelaksanaan penyusunan
standardisasi pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap
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kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila kepada
lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi

sosial politik maupun komponen masyarakat lainnya.

Sekretariat Kabinet telah turut berpartisipasi dalam diskusi informal maupun
rapat harmonisasi akhir terhadap RPerBPIP tentang Materi Dasar Pembinaan
Ideologi Pancasila yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM, guna pembulatan
dan pemantapan konsepsi, baik dari sisi substansi maupun prosedur penyusunan
peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, RPerBPIP tersebut telah mendapat
persetujuan tertulis dari Presiden dan telah disampaikan kepada Kepala BPIP,
melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0414/Seskab/Polhukam/11/2021
tanggal 19 November 2021, dengan mempertimbangkan bahwa bahwa substansi
pengaturan RPerban PIP tidak terdapat permasalahan.

%
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Gambar 7. Surat Sekretaris Kabinet kepada Kepala Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila perihal Persetujuan Presiden terhadap RPerBPIP tentang
Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila
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c. Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang
Master File Standar Data Statistik Tahun 2021 dan Rancangan Peraturan
Badan Pusat Statistik tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara

Plt. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS) kepada Deputi Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan menyampaikan undangan rapat Harmonisasi
Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Master File Standar Data
Statistik Tahun 2021 (Rancangan Peraturan BPS tentang MFSDS Tahun 2021)
dan Rancangan Peraturan BPS tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (Rancangan Peraturan BPS tentang LHKPN).

Rapat diselenggarakan secara daring pada hari Rabu tanggal 29 September
2021, yang dihadiri perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM serta
Sekretariat Kabinet. Dalam rapat diantaranya disampaikan bahwa Rancangan
Peraturan BPS tentang MFSDS Tahun 2021 merupakan penyempurnaan dan
penguatan Peraturan Kepala tentang MFSDS Tahun 2020 yang berisi data
rujukan atau pedoman bagi K/L dalam penyusun data statistik dan pembentukan
Rancangan Peraturan BPS tentang LHKPN dimaksudkan guna mewujudkan
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN di lingkungan BPS.

Dalam forum rapat, perwakilan Sekretariat Kabinet menyampaikan bahwa
Mengingat Rancangan Peraturan BPS tentang MFSDS Tahun 2021 merupakan
pedoman atau petunjuk teknis bagi K/L dalam Menyusun data statistik dan
dijadikan dasar rujukan dalam kegiatan statistik guna kepentingan program Satu
Data Indonesia (SDI), maka Rancangan Peraturan BPS tersebut bersifat sangat
strategis serta lintas sektoral sehingga memerlukan persetujuan Presiden.
Sedangkan untuk Rancangan Peraturan BPS tentang LHKPN di Lingkungan BPS
tidak memerlukan persetujuan Presiden, mengingat Rancangan Peraturan BPS
tersebut hanya bersifat mengatur secara internal BPS saja, serta tidak
berdampak luas bagi masyarakat dan tidak lintas sektoral.
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Selanjutnya Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dengan surat Nomor: B-
390/01000/HK.110/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 kepada Presiden
menyampaikan Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan
BPS tentang Standar Data Statistik Nasional (Rancangan Peraturan BPS tentang
SDSN), dengan melampirkan naskah urgensi dan pokok-pokok pengaturan
Rancangan Peraturan BPS tersebut.

Atas surat permohonan persetujuan Presiden dimaksud, Sekretariat Kabinet
dalam rangka menjalankan kewenangan pemberian persetujuan presiden
terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, kemudian melaporkan
kepada Presiden bahwa Rancangan Peraturan BPS tersebut memenuhi seluruh
kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Perpres Nomor 68
Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan
Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, sehingga Rancangan Peraturan BPS
tersebut perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Sekretaris Kabinet juga telah
menyampaikan surat kepada Kepala BPS, perihal pemberian persetujuan
Presiden atas Rancangan Peraturan BPS tentang SDSN yang untuk selanjutnya
Kepala BPS dapat menetapkan Rancangan Peraturan BPS tersebut dan
memproses pengundangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

L]

Gambar 8. Surat Sekretaris Kabinet kepada Badan Pusat Statistik perihal
Persetujuan Presiden terhadap RPerBPS tentang Standar Data Statistik
Nasional
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Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di
bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

Tabel 3.2 di menunjukkan bahwa persentase rekomendasi alternatif
penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang
mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara
yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dengan target ditetapkan 91% dan realisasi
100%. Oleh karena itu, capaiannya adalah sebesar 109,89%.

Dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021, Asdep
Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah menyusun 7 (tujuh)
rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi
manusia, dan aparatur negara yang disetujui Sekretaris Kabinet untuk disampaikan
kepada Presiden atau K/L sebanyak 4 (empat) rekomendasi.

Tabel 3.8
Capaian IKK 3 Tahun 2021

46



S - S—

Aoiasten Deputti Bidang Fkum, Fak Asas LRy 202t
Manaséa. dan Apanatan Hegara

Grafik 3.7
Jumlah Capaian IKK 3 Tahun 2021
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Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya adalah
didapatkan dari laporan masyarakat maupun stakeholder, pengumpulan data dan
koordinasi bersama Kementerian/Lembaga, menghadiri undangan, atau penyusunan
kajian di bidang yang dapat diambil sebagai bahan penyusunan rekomendasi
tersebut. Beberapa rekomendasi IKK 3 yang telah dihasilkan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Laporan Kinerja Tahun 2021 ini.

Adapun beberapa rekomedasi dari IKU 3, sebagai berikut:

a. Permohonan Bantuan Penyelesaian Pembayaran Ganti-Rugi Lahan
Garapan Milik Masyarakat yang Sudah Digusur secara Sepihak oleh PT
Berau Coal

Perwakilan Gabungan Kelompok Tani Kabupaten Berau dengan surat
tanggal 14 Desember 2020 menyampaikan permohonan bantuan untuk
menyelesaikan masalah penggusuran lahan yang dilakukan oleh PT Berau Coal
secara sepihak tanpa memberikan ganti-rugi terhadap masyarakat petani
Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Dalam suratnya juga disampaikan bahwa
pembayaran uang pembebasan lahan oleh PT Berau Coal tidak sah karena
diberikan kepada pihak yang tidak berhak dan diduga terjadi praktik mafia tanah
sehubungan dengan penetapan lahan masyarakat petani menjadi Kawasan
Budidaya Kehutanan (KBK).
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Terhadap perihal tersebut kami menyampaikan bahwa kegiatan pengadaan
tanah dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil
terhadap penilaian per bidang tanah, sehingga PT Berau Coal seharusnya
memberikan ganti-rugi kepada masyarakat petani yang berhak. Namun demikian,
mengingat permasalahan tersebut sebelumnya telah ditangani oleh Satgas Saber
Pungli maka Setkab meneruskan permasalahan tersebut kepada Menko
Polhukam untuk ditindaklanjuti.
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Gambar 9. Surat Seskab kepada Menko Polhukam

b. Permohonan Mediasi atas Permasalahan Bongkar Muat di Pelabuhan
Nunukan
Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Nunukan
menyampaikan permohonan mediasi sehubungan dengan adanya koperasi lain
yang melakukan kegiatan bongkar muat batu bara (Koperasi Jasa Maju Bersama
Sentosa/Koperasi MBS) dan bekerja sama dengan Perusahaan Bongkar Muat
Nunukan Hijau Sentosa (PBM NHS) di Pelabuhan Nunukan, Kalimantan Utara.
Terhadap permohonan tersebut kami menyampaikan bahwa pada setiap
pelabuhan dibentuk 1 Koperasi TKBM pelabuhan dan mendapatkan rekomendasi
dari Penyelenggara Pelabuhan, dimana wilayah kerja Koperasi TKBM berada di
dalam DLKr dan DLKp (apabila bongkar muat dilakukan di luar DLKr dan DLKp
maka dilakukan oleh Koperasi TKBM di bawah pembinaan pelabuhan terdekat),
serta perusahaan bongkar muat yang melakukan kegiatan bongkar muat barang
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dari dan ke kapal di DLKr dan DLKp harus menggunakan jasa TKBM dari
Koperasi TKBM Pelabuhan setempat.
c. Penyampaian Laporan Triwulan lll Ombudsman Rl Tahun 2020

Ketua Ombudsman RI dengan surat nomor: B/1963/PR.07.01/X1/2020
tanggal 25 November 2020 kepada Presiden Rl menyampaikan Laporan
Triwulan Il Ombudsman RI Tahun 2020 sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 42
ayat (1) dan (2) UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

Dalam Laporan tersebut, Ombudsman RI menyampaikan beberapa
rekomendasi kepada beberapa Menteri, diantaranya mengenai Pengendalian
dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Rumah Susun; Rangkap Jabatan dan
Rangkap Penghasilan Komisaris BUMN; Hasil Pengawasan PPDB Tahun Ajaran
2020/2021; dan Seleksi Mandiri PTN.

Atas Laporan Ombudsman RI tersebut, Sekretariat Kabinet dalam rangka
menjalankan tugas manajemen kabinet menyampaikan kepada Menteri terkait
untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman RI| dimaksud, sebab
berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik
Indonesia, Presiden sebagai Atasan Menteri terlapor wajib melaksanakan
rekomendasi Ombudsman RIl. Oleh karena itu, Sekretaris Kabinet telah
mengirimkan surat kepada Menteri untuk mengambil langkah-langkah dalam
rangka merespon/menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman Rl sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 10. Surat Seskab perihal Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman
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Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang
hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris
Kabinet.

Tabel 3.2 di menunjukkan bahwa persentase rekomendasi hasil pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di
bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet dengan target ditetapkan 91% dan realisasi 88%. Oleh karena itu,
capaiannya adalah sebesar 97,67%.

Dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021, Asdep
Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah menyusun 9
(sembilan) rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi
manusia, dan aparatur negara yang disetujui Sekretaris Kabinet untuk disampaikan
kepada Presiden atau K/L sebanyak 8 (delapan) rekomendasi.

Tabel 3.9
Capaian IKK 4 Tahun 2021

Grafik 3.8
Jumlah Capaian IKK 4 Tahun 2021

10 P BN R ] T

O N A& O 00

IKK 4

B Output  ®SampaiSeskab  w Naik ke Presiden/K/L

50



Aasisten Depute Bidang Feubum, Fak s LRy 2oel

Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya dari kegiatan
pemantauan, menghadiri FGD, pengumpulan data dan koordinasi bersama
Kementerian/Lembaga, menghadiri undangan, atau penyusunan kajian di bidang
hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang dapat diambil sebagai bahan
penyusunan rekomendasi tersebut. Beberapa rekomendasi IKK 4 yang telah
dihasilkan Laporan Kinerja Tahun 2021 ini, sebagai berikut:

a. Laporan Tahunan KKRI Tahun 2020

Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) menyampaikan Laporan
Tahunan KKRI Tahun 2020 kepada Presiden Rl guna menindaklanjuti ketentuan
Pasal 24 ayat (1) Perpres Nomor 18 Tahun 2011 tentang KKRI.

Hal-hal yang dilaporkan, antara lain mengenai penerimaan laporan
masyarakat yang dilakukan secara daring dalam rangka mendukung program
Pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid-19; laporan pengaduan
masyarakat pada KKRI masih didominasi oleh kinerja kejaksaan dalam
menangani perkara tindak pidana korupsi dan bolak-baliknya berkas perkara;
kegiatan monitoring KKRI ke daerah; dan pengembangan sistem teknologi
informasi antara KKRI dan Kejaksaan.

Terhadap perihal tersebut kami menyampaikan feedback dan apresiasi
kepada KKRI yang telah patuh terhadap amanat peraturan perundang-undangan
dan peningkatan kualitas kinerja dan kepercayaan masyarakat kepada
kejaksaan.
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Gambar 11. Surat Seskab perihal Tanggapan atas Laporan Tahun KKRI
kepada Ketua KKRI

b. Laporan Pengembangan dan Implementasi SPPT-TI Tahun 2019-2020

Menko Polhukam melaporkan hasil pengembangan dan implementasi Sistem
Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) Tahun 2019-
2020 sebagai bentuk penilaian dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran dan
kinerja SPPT-TI Tahun 2019-2020. Hal-hal yang dilaporkan, antara lain kendala
pelaksanaan SPPT-TI dan evaluasi bagi pengembangan SPPT-TI ke depannya.

Terhadap laporan tersebut kami menyampaikan bahwa keempat instansi
penegak hukum yang tergabung dalam SPPT-TI diharapkan untuk terus
bersinergi dan menghilangkan ego sektoral dalam melaksanakan upaya
pengembangan dan peningkatan SPPT-TI agar dapat menunjang proses
penanganan tindak pidana yang berbasis teknologi informasi sehingga
masyarakat luas dapat memperoleh manfaat dengan mengetahui status
penanganan perkara dan gambaran umum kondisi penanganan perkara tindak
pidana di Indonesia, khususnya di tengah masa pandemi.
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c. Laporan Triwulan lll Ombudsman RI Tahun 2020

Ketua Ombudsman RI menyampaikan Laporan Triwulan Il Ombudsman RI
Tahun 2020 kepada Presiden RI sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 42 ayat (1)
dan (2) UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Rpelaksanaan Pasal 42
ayat (1) dan (2) UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

Pada laporan tersebut terdapat beberapa rekomendasi yang secara langsung
ditujukan kepada Presiden dan Menteri, diantaranya mengenai Pengendalian dan
Pengawasan terhadap Pengelolaan Rumah Susun; Rangkap Jabatan dan
Rangkap Penghasilan Komisaris BUMN; Hasil Pengawasan PPDB Tahun Ajaran
2020/2021; dan Seleksi Mandiri PTN.

Terhadap laporan tersebut kami menyampaikan rekomendasi kepada
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri BUMN, dan
Menteri PUPR dengan catatan Menteri perlu mengambil langkah-langkah dalam
rangka merespon/menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman RI sesuai dengan
bidang tugas masing-masing dan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 12. Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri BUMN, dan Menteri PUPR terkait
dengan Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman
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d. Laporan Tahunan LPSK Tahun 2020

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyampaikan
Laporan Tahunan LPSK Tahun 2020 kepada Presiden Rl guna menindaklanijuti
ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban jo. UU Nomor 31 Tahun 2014.

Terhadap laporan tersebut kami menyampaikan beberapa rekomendasi
kepada Presiden, diantaranya LPSK perlu diberikan alokasi anggaran yang
cukup untuk dapat menjamin pelayanan kesehatan korban tindak pidana
penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana
perdagangan orang karena BPJS tidak menjamin pelayanan kesehatan tindak
pidana tersebut.

e. Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan Peraturan
Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia Tahun 2021-2025

Keasdepan Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara pada tanggal 26-28
September 2021 telah melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengumpulan
data di Provinsi Jawa Timur terkait Kesiapan Pemerintah Daerah dalam
Mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025.

RANHAM generasi kelima, memfokuskan kepada 4 (empat) kelompok
sasaran, yaitu: (i) perempuan; (i) anak; (iii) penyandang disabilitas; dan (iv)
kelompok masyarakat adat. Terkait dengan masyarakat adat, dari 38
kabupaten/kota di Jawa Timur, hanya terdapat 1 (satu) daerah (Probolinggo)
yang memiliki masyarakat adat, sehingga terjadi kebingungan dari daerah lain
yang tidak memiliki kelompok masyarakat adat dalam menjalankan aksi yang
berkaitan dengan hal tersebut.
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Kebijakan RANHAM dirasakan oleh Pemda sebagai kebijakan atau program
yang disusun secara top-down bukan berbasis botfom-up, sehingga Pemda
merasa bahwa program ini kurang mengena terhadap kondisi yang ada di
daerah.

Gambar 13. Surat Pemberitahuan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi di Provinsi
Jawa Timur.

f. Penyampaian Laporan Tahunan KKRI Tahun 2020

Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) menyampaikan Laporan
Tahunan KKRI Tahun 2020 kepada Presiden Rl guna menindaklanjuti ketentuan
Pasal 24 ayat (1) Perpres Nomor 18 Tahun 2011 tentang KKRI.

Hal-hal yang dilaporkan, antara lain mengenai penerimaan laporan
masyarakat yang dilakukan secara daring dalam rangka mendukung program
Pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid-19; laporan pengaduan
masyarakat pada KKRI masih didominasi oleh kinerja kejaksaan dalam
menangani perkara tindak pidana korupsi dan bolak-baliknya berkas perkara;
kegiatan monitoring KKRI ke daerah; dan pengembangan sistem teknologi
informasi antara KKRI dan Kejaksaan.
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Terhadap Laporan KKRI tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan
apresiasi dan feedback kepada KKRI yang telah patuh dalam melaksanakan
amanat peraturan perundang-undangan, meningkatkan sinergitas dengan
lembaga kejaksaan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada kinerja

kejaksaan.
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Gambar 14. Surat Seskab perihal Tanggapan atas Laporan Tahun KKRI
kepada Ketua KKRI.

g. Laporan Pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi Instansi Pemerintah

Menteri PANRB menyampaikan laporan pelaksanaan penyederhanaan
birokrasi instansi pemerintah kepada Presiden, dengan maksud memohon
perkenan Presiden untuk memperpanjang batas proses penyederhanaan struktur
organisasi di lingkungan instansi daerah hingga 31 Desember 2021.

Hal-hal yang dilaporkan, antara lain mengenai capaian penyederhanaan
birokrasi yang telah dilakukan per tanggal 30 Juni 2021, pelaksanaan
penyederhanaan birokrasi pada pemerintahan daerah, dan mekanisme
penunjukan koordinator dan sub-koordinator selama masa transisi pengalihan ke
dalam jabatan fungsional. Dalam suratnya, Menteri PANRB juga memberikan
jaminan bahwa pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berpegang teguh
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kepada arahan Presiden agar tidak menimbulkan dampak terhadap pengurangan
penghasilan, menjamin keberlanjutan karir pegawai, dan tidak menimbulkan
kegaduhan.

Terhadap laporan Menteri PANRB tersebut, Sekretariat Kabinet telah
memberikan rekomendasi kepada Presiden yang intinya bahwa permohonan
Menteri PANRB mengenai perpanjangan batas waktu penyederhanaan struktur
organisasi di lingkungan instansi daerah hingga 31 Desember 2021 dapat
dipertimbangkan secara positif oleh Presiden dengan pertimbangan masih
adanya provinsi yang belum mengajukan penyederhanaan struktur organisasi.

Di awal tahun 2021 Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan
Aparatur Negara mendapatkan PAGU Anggaran sebesar Rp 900.000.000,-
(sembilan ratus juta rupiah ) seiring dengan masih adanya pandemi Covid-19 maka
sesuai dengan kebijakan Sekretariat Kabinet untuk hal tersebut, maka anggaran
Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dipotong sehingga
total anggaran yang digunakan di tahun 2021 adalah sebesar Rp Rp
498.914.000,- atau adanya pemotongan anggaran sebesar 44,57%.

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d. 31 Desember 2020, Asisten Deputi Bidang
Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah merealisasikan anggaran
sebesar Rp 489.573.000,- atau sebesar 54,40% dari anggaran Pagu awal sebesar
Rp 900.000.000,-. Namun, apabila dibandingkan dengan anggaran setelah
mengalami pemotongan sehingga menjadi sebesar Rp 498.914.000,-, maka
realisasinya sebesar 99,13%.
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BAB IV
PENUTUP

Dari data di atas, dapat disimpulkan pencapaian Asisten Deputi Bidang Hukum,
Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Output yang dapat dihasilkan sepanjang tahun 2021 berjumlah 92 (sembilan
puluh dua) rekomendasi yang terdiri dari 68 (enam puluh delapan) rekomendasi
pada IKU 1 (rencana kebijakan dan program pemerintah), 8 (delapan) rekomendasi
pada IKU 2 (persetujuan Presiden terhadap kebijakan kementerian/lembaga dalam
bentuk peraturan menteri/kepala lembaga), 7 (tujuh) rekomendasi pada IKU 3
(alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan  kebijakan dan program
pemerintah yang mengalami hambatan), dan 9 (sembilan) rekomendasi pada IKU 4
(hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah). Dari 92 (sembilan puluh dua) rekomendasi tersebut, yang
menjadi outcome Asisten Deputi bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara
sebanyak 41 (empat puluh satu) rekomendasi. Pada tahun 2021 beberapa IKU
yang pencapaiannya masih belum maksimal seperti IKU 1 dan IKU 4.
Ketidakmaksimalan capaian tersebut karena masih bergantungya Asisten Deputi
Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara kepada surat yang masuk dari K/L di IKU
1 sedangkan untuk IKU 4 dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 maka kebijakan
pimpinan untuk dapat membatasi kegiatan pemantauan ke daerah.

Jumlah output yang dihasilkan pada tahun 2021 sebesar 92 (empat puluh
dua) rekomendasi, melebihi dari target output yang telah direncanakan
sebelumnya sebesar 52 (lima puluh dua) rekomendasi dengan persentase
capaian output sebanyak 176,92%. Sedangkan dari segi oufcome,
Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara
menghasilkan 41 (empat puluh satu) rekomendasi yang telah disetujui oleh
Sekretaris Kabinet untuk disampaikan ke Presiden dan KIL.
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Capaian antara segi anggaran, output, dan outcome ini belum berjalan baik,
sehingga perlu ditingkatkan lagi di masa mendatang. Peningkatan kinerja diperlukan
agar pada tahun-tahun mendatang Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, dan Aparatur Negara dapat lebih meningkatkan kontribusinya dalam
memberikan rekomendasi kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang hukum,
hak asasi manusia, dan aparatur negara.

Di awal tahun 2021 Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan
Aparatur Negara mendapatkan PAGU Anggaran sebesar Rp 900.000.000,-
(sembilan ratus juta rupiah ) dimana seiring dengan adanya pandemi Covid-19, maka
anggaran Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dipotong
sehingga total anggaran yang digunakan di tahun 2021 adalah sebesar Rp Rp
498.914.000,- atau adanya pemotongan anggaran sebesar 44,57%.

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d. 31 Desember 2021, Asisten Deputi Bidang
Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah merealisasikan anggaran
sebesar Rp 489.573.000,00 atau sebesar 54,40% dari anggaran Pagu awal sebesar
Rp 900.000.000,00. Namun, apabila dibandingkan dengan anggaran setelah
mengalami pemotongan sehingga menjadi sebesar Rp 498.914.000,00, maka
realisasinya sebesar 98,13%.

Dalam melaksanakan tujuan, program, sasaran dan kegiatan, terdapat
permasalahan atau kendala. Kendala tersebut umumnya meliputi sumber daya
manusia, sarana dan prasarana, tata kerja, dan koordinasi. Penyelesaian kendala
tersebut tidak dapat hanya dilakukan sendiri oleh unit kerja Asisten Deputi Bidang
Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, tetapi membutuhkan koordinasi
dan bantuan/dukungan dari pimpinan dan unit kerja lain.

Jumlah SDM yang ada dapat dimaksimalkan dengan meningkatkan
kualitas’kompetensi melalui kegiatan pelatihan, menghadiri workshop, seminar,
diskusi, bahkan menjadi delegasi pemerintah dalam kegiatan internasional untuk
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menyelenggarakan kegiatan yang telah direncanakan sehingga realisasi anggaran di
tahun-tahun berikutnya bisa mencapai 100%.

Koordinasi dengan instansi terkait lebih diintensifkan agar kegiatan yang akan
dilaksanakan didukung dengan baik dan mendorong instansi terkait dapat melibatkan
Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dalam kegiatan
mereka, perencanaan anggaran, perumusan indikator, penentuan target juga perlu
ditingkatkan.

Menyiapkan dan mendorong kegiatan pengumpulan dan pengolahan data
capaian kinerja berbasiskan komputer (IT) untuk memudahkan pengelohan data
kinerja sebagai bahan penyusunan laporan capaian kinerja sehingga terwujud cara
pencapaian kinerja menjadi lebih jelas dan akurat serta akuntabel.

60



Asisten Depucti Bidang Fkum, Hak Asas LRy 2ozt
Manasia. dan Aparatur Hegara

LAMPIRAN 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi
Keamanan Aparatur Negara,
Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M. Purnomo ipto, S.H., LL.M.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN APARATUR NEGARA

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

(1) (2)

(3)

(4)

1

Terwujudnya rekomendasi
kebijakan yang berkualitas di
bidang politik, hukum, dan
keamanan

1. Persentase rekomendasi atas
rencana kebijakan dan program
pemerintah di bidang hukum, hak
asasi manusia, dan aparatur
negara yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

91 Persen

2. Persentase Rekomendasi atas
rencana kebijakan kementerian
/lembaga dalam bentuk peraturan
menteri/kepala lembaga yang
perlu mendapatkan persetujuan
Presiden di bidang hukum, hak
asasi manusia, dan aparatur
negara yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

91 Persen

Terwujudnya hasil pengendalian
penyelenggaraan pemerintahan
yang berkualitas di bidang
politik, hukum, dan keamanan

3. Persentase rekomendasi
alternatif penyelesaian masalah
atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang
mengalami hambatan di bidang
hukum, hak asasi manusia, dan
aparatur negara yang disetujui
oleh Sekretaris Kabinet

91 Persen

4. Persentase rekomendasi atas
hasil pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian dalam pelaksanaan
kebijakan dan program
pemerintah di bidang hukum, hak
asasi manusia, dan aparatur
negara yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

91 Persen

Kegiatan

Anggaran

Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan

1.

Rekomendasi kebijakan di bidang Hukum, Hak Asasi

Manusia, dan Aparatur Negara

Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan
pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

1.

Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di
bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan

Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Rp441.917.000,-

Rp458.083.000,-

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, dan Aparatur Negars,

Purnomo Skcipto, S.H., LL.M.

L%y 208l
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FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA

ASISTEN DEPUTI BIDANG HUKUM, HAM, DAN APARATUR NEGARA TAHUN 2021

tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan
sebagainya yang bermanfaat

No. Pernyataan Checklist
- . ! Vi lah jikan
I Format . Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data T:o 6l ;;ng?é}
penting satuan Organisasi/Unit Kerja v 'l;‘el b Sewiial
. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika sistematika (SE
penyusunan LKj Bidang Adm No 4 th
. - . . . 2018) (hal vi)
. LKj tel.ah r.neny.ajlkar} capaian kmerJg satuan v Capaian kinerja (hal
Organisasi/Unit Kerja yang memadai 21-27)
. Telah menyajikan dengan lampiran yang v Lampiran telah
mendukung informasi pada badan laporan mendukung (hal 22)
» . v Terdapat upaya
5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan perbaikan (hal 59)
6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan v Terdapat realisasi
anggaran (hal 57)
: ; i v Telah dikerj 15 {4
I Mekanisme . LKj satuan organisasi disusun oleh FO/ = ; & elje.a.kan
3 o S masing-masing
penyusunan penanggung jawab akuntabilitas kinerja pada caide
satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan P
LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-
masing
. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah v Data LKj telah
didukung dengan data yang memadai memadai
. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat . —— -
; 5 : : z Melal
mekanisme penyampaian data dan informasi dari clalia disposis
unit kerja ke unit penyusun LKj v Data yang disajikan
. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj valid
telah diyakini keandalannya
7 z
Substansi . Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan Egg{l:ajef ; _ail 4c}lengan
tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja v Telah selaras dengan
. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis
rencana strategis (hal 10-11)
; ; - v" Telah sel hal
. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat lg—l 4:Ise Acas |
penjelasan yang memadai
. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan v Telah sesuai (hal 14)
indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja v Telah sesuai sasaran
; 5 S & indikator kinerja
. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada pada ;K ccl)irLKj &
Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator dengan sasaran &
Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan indikator kinerja
tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU pada IKU (hal 15-20)
. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat v' Telah memadai (hal
penjelasan yang memadai 14-20)
. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan v

Perbandingan Data
Kinerja (hal 26)

64




€ ¥ ¥ € € z o ov EiRBap nieiedy usp ‘msnuely [Sesy jeH wnyny Buepq |p uryelgay FEpUsWOYeY 100°08V 10" T0vY
WYH uep wnyny Buepyg ueyefiga] a8 T T0v9
usuBWIESY URP WNYNYH ‘fujod Suepqg |p q Sueld I { 3| 1010t
ueueweay uep WY YRllod Suepig Ip ueyefg 1009
4 9 L L L NYnLvs 139UVL/INNION
iy NANOAWOX | 0¥ BOLVNIONI | O | oM | (¥S) NVLVIDIN NYHYSYS | NVLVIOIN 300X
~3H NVING ISYSTIVIY YNVINTY TZ0Z NNHVL

NYLVIOIN NYIONIY L

16 16 6 6 16 aseuasIag 16 sl 135 Y3y 1p Sued eseSau uep ‘ey I1sese ey ‘wnyny Suep)q |p uelequiey jwejeBuaw £0°10T
Bued y wesdosd uep uexefigay fejad sexe | ! Y 1sep f
UBUEWIEIY URP WnynH “MI0d Buepiq |p seaemyaq Bush ueyeupawad ueeiedi lisey 4 07
UBRUBWRIY Uep WnyNH ii‘%éﬂg!;
18U zﬂa..azs-m Y=1o infmasip Sued eseday
6 16 16 16 16 6 16 16 16 6 6 asequasiag 16 dmesede uep ‘epsnuew jsese yey ‘wnyny Suepy 1p uapisald uenfn: | P nad Sued edeq w0 T0'T
BEday/UIuaW ueiniesad Yniuaq wiejep el 1/ uey o ueyefigay sele jseg
wugey suelanas yajo P Bued esedan smeied i
16 % 16 3 16 16 16 6 16 16 16 aseuIsIag 16 e g R — o B g ) e ; EO0'TO'TOYS
usuEESY USP WNYNH YRod Juepiq |p seyjEnyiaq Sued { Isef y prjnma | 10° 10
uep ‘wink “4njjod Suepig 1p A
n T ot & [ 9 5 v [3 z T NYNLYS 139uvL/awnion |
NVAVIOIN VIHIND HOLWNION! WVIDIN NVHVSYS | NVLVIOIN LG
3N NYINE ISYSITVEN YNVONTH TZ0Z NNHVL | bow) o | b5 s I,
NYLVIOIN NYHVSYS ‘9
eieBay injeiedy uep ‘eisnueyy (sesy yeq ‘wiyny Buepia Indag uasisy © (z NOY353) ISYSINVDHO LINN 'S
ueuEwEa)y URP WMINH Milod Buepiq [P ueyelu nsey Auag - 20w :
usueswEI) UBp ‘WNH “jljlod Bueplg |p uey 11 Ll - T0v9 NYLYIOIN ‘&
uj uep N uep % prgay uep d ey uep wnH Yiliod Suepig |p seijenysaq Sued ) ueesedd: lisey e
uep uep uep ey N d ‘wey d ..-u...-i.:....ln._rl!n_u pemyiaq Jueh A WVHO0Ud NYEVSYS '€

uspisald |IEm Uep uapisald epeday ueuede] :-n._-nui_n&._ua E!ﬂn id - nn.
LINIEYH LVINVLIUNIS

WVHD0Hd T
VOVEWIT/NYIMILNIWIN T

TZOZ VL 1/ WINIH NVIVdYI LI9HYL

efuay uejede) uep jabie] ‘¢ NVNIdINY]




zjoz adey

W "H'S ‘ouomuacd Buequieg

eiedan Jnjesedy uep 'eisnueisesy yel ‘wnyny Suepig pndag usisisy
TZOZ penuer  eleyep

T 1 - T i3 [ - - - ueiodey | 9 I

TZ1°100°08Y 10 Z0v

anjesedy uep ‘eisnuely [Sesy yei ‘wnyny Suepiq jp

0ZT'T00°08Y 10 Z0vS

Z0°10°T00°08Y TO'Z0rY

TO'T0'T00'Q8V TO Z0vy

1suigey 35 epeday p Bued eseBau

BEpUSIOYaY eeap Injesedy uep ‘epsnuRy [sESY yeH wigny Suepq p ueeieSih nep — T00°08V 10'Z0vY
WVH uep wnyny Buepg ueyeligay aEv 0 Zovy
uruBEa) UEp ‘Wiyny “yjed 2ueplq |p seyjemyiag Bued ueyeluEwad ueriedE 1jep Hsey eA ozovy
UBURLESY UEp ‘WiNH WNlod Buepiq p d ureiedduspiuad uejjep sey zor9
d T € £ - " o 10v9 09V L OM Z NENOJWON NVIVAYD
z z £ z 3 5 z € - |- - ueiode] | [ | Isep i fuad uep d T 501'100°08Y 10T
a4 o0 9 4 1 n_ ! L0V GBY | ON 1 NINOdWOM NVIVdYD _
PUSLIT o 80T T00°GHV 10100

ejedayusuaw ueinielad ynuag wepep elequiay/

1202 047




0o o0oooo

LIVT
LIFT
STE'VE

STE'VE
0

0
000°00€
000°00€
0
0
SSP'TLOT
SSYTLOT
0

0

0006
000°¥6
OLETOS'T
0LE'TOST
LBLTOS'T

L8LT0S'T

L8L205'T
ECS'OVE'S
ETS'OVE'S

00’0
000
000
000
00’0
000

26'66
76'66
L6'66

L6'66
00°00T

00'00T
99'99
9999
00'0
00'0
01’96
0T'%6
00'00T
o00'o0T
28'86
78'86

ST'66
SZ'66

97’66
97'66

97'66
[4&:1
71'86

oCc oo oo

E8SV86'T
EBS'VE6'T
S80'v¥8'8YT

S80'FF8 8T
000°08T's

000°08Z'S
000009
000°009

0

0
SYS'LTY9T
SYS'LZY9T
000°006°TT
000°006'TT
0000T6°L
000°0T6°L

0E9°T96°00C
0E9'T96°00Z

ETZ'9¥6°20C
E1T'I6°202

ETT9¥6°T0T

LLYELS 68
LLV'ELS 6B

oo o o oo
oo oo oo

o

E8S'PB6'T
E8S'¥B6'T
S80'tv8'8r1

oo

(=]

S80'vHB'BYT
000°'08Z's

o

000°08Z°S
000°009
000009

0

0
SYS'LTY'9T
SYSLTY'9T
000°006°TT
000°006°TT
0000162
000°0T6°L

0O 00 o0co0oo0oo0o0o0ao

o

0€9°T96°00C
0 0E9°T96°00Z

0 ETT'976°T0T
0 ETT'9¥6202

0 ETT9v6'T0T

0 LLY'ELS 68Y
0 LLVELS 6BY

o0 o oo o

000°986'T
000'986°T
000°648°8¥T

000°6L8'8FT
000°08Z°S

000°08T'S
000°006
000°006

0

0
000°00S°L2
000°00S°£2
000°006'TT
000°006°TT
000008
000'%00°8
000°€9%°20Z
000°€9t°T0Z
000°'6¥Y 0T
000°6¥ ¥ #0T
000°6t"#0T

000'v16'86Y
000 ¥16°86%

000°0S6'T
000°056'T
000°000'06
000°000°06
000°000°€9
000°000°E9

000°00£°T9T
000°00L°T9T
000'9LZ°SLT

000°9LZ°SLT
0

0

0

0
000°'T66'€9
000°T66°E9
000°058°S
000°058'S
000°00S°TT
000°005°22
000°009°ZT
000°009°ZT
000°LTZ°08T
000°£1Z°082
000°LT6 THY

000°LTE T

000°LT6'THY
000°000°006
000°000'006

T00-
VLOM WYTYa SYNIO NYNY1VIrd3d YINy13a NY-ETTHEZS
- 100-
1S340%d VSVl VINVI3g WH-TSTZZS
= 100~
NVHVE VINVI38 WY-TTZTZS
esedau
inesedeuep ‘wey ‘wmyny Suepiq 1p LauaW ueinelad
YMU3q Wejep LAUSW uexeligay ISepuawoyal Ausgd YV'60T
Isepuawoyal ueunsnAuad uep uesnwniag 60T
= T00-
V1OXHYNT ONILIIN 13NV SYNIO NYNYIVIYId YINYIIE WH-BTTHTZS
= T00-
VLONWYIYA ONILIIW L3AVd SYNIQ NYNYIVIHId YINYIIE WY-vTT#ZS
= T00-
V10X WYTVYQ SYNIG NYNYTVH3d YINYI38 WY-ETTHZS
- T00-
VS¥IE SYNIQ NYNYIYI¥3d VINVTIg WY-TTTYZS
= T00-
61-QIAOD IINIANYd NYNYONYNId VSYT YINYIIE WY-Z6TZZS
- T00-
1S3404d VSV YINYIIE WH-TSTZZS
- T00-
NYHYE YINvI3g WY-TTZTZS
eiedau Jmesede ‘wey
‘wiminy Suepiq Ip uexyeligay ISePUBLIONAI UBUNSNAUIY Yv'80T
Isepuawoyas ueunsniuad sisieuy 80T
eeSay Jnjesedy uep ‘eisnuepy
15esy e ‘wmyny Suepiq 1p uexeligay 1sep 19y 100°08Y
WYH NYQ INNINH ONYAIE NYAVIEIN aav

NYNVINVDINYG "WNANH HILNOd ONVAIS 10 NYIVIIEIN ISYONIINONIY N¥NMSNANId TOF9'vD

VHYOIN HNLYHYdY NV INVH ‘WNXNH ONYaIE d3asy Z0E0
NYNVINVIX NVA WNNNH NILN0d LLINd3a €0

ETS'OVE'S 1’86 LLV'ELS'68Y 0 LLYELS 68Y 000°¥T6'86F 000°000°006 ISYSIY3Y HY1IAINT

TUEPT umweey
[suByny ueysesepiag

TZ0Z 12quiasad €2 181 TZ0Z/ZITEOY T'TOYIT VdIO dS "ON Vdia 181 "oN vdig
LINIEVN LVIHYLIUNIS eliay
LINIEYN LYY LIENIS uemegjsesjuedio
LINIGVN LVIHVLTHNIS | U UREIUBWISY
TZ0T Jequiesaq 1€
'P’s poliadunyyqns - unyy - uauodwogns - uauodwoy - IndinQ uepuly - Oy Iseyyise) - ueieiday Jad uejeiday ejojasuag Jagd
NVIVOONY ISYSITVIY

1202 0%

vwwbayy impivyss wop vimgy,
VR Yo, wmiyngs, bwopig 2o g, wogevgs




e O L T M T T T T R W e o I L e T T T A B T T A P W ey L T oy |

LIY'T 26'66 £8S'VB6'T 0 €85'786°T 000986'T 000'05L'9 T00-

LTPT 76'66 £85'186'T 0 £85'V86'T 000'986'T 0000549 VIONWYIVQ ONILI3N 13XVd SYNID NYNYTVI43d ¥INY138 WY-bTTPZS
vavbay umppwifys wop vrommrgy,



0
9EL'0LB'S

9EL'0LB'S

o oo ooo

9EL°0L8'S
9EL°0LB'S

9ELLEBL
SELLERYL

SELLERL

1ep 7 : uewejey
Iy ueysesepiag

00'00T
00'00T
08'v
08'vy

£2'86
£7'86
00’001

00'00T
00'00T
00'00T

00'00T
s

7L8L
00°00T
00°00T1
00°00T
00°'00T
000
00’0

10'96

8£'96

£E'L6
EE'L6

EE'LE

000°E61°80T
000°E6T'80T
000°£65°T
000°£65°T

000°06£°60T
000°064°60T
000°00¥'SE

000°00t'SE
000°00¥'SE
000'¥9Z'£0T

000°t+92'L0T
VIT'ETL'TT

YITETLTT
000°0SS
000055

000°006'TT

000°006'TT
0
0

VOULEV'THT

VIT'LES'ILT

v¥9T°LE9'98T
VIT'LT998T

Yo7’ L9982

(=] (=T =] o o oo

oo

o 0o oo ooo

(=]

000°€6T°80T
000°E6T'80T
000°L65°T
000°L65°T

000°064°60T
000°064°60T
000°00%'SE

000°00%'SE
000°00t'SE
000'¢9Z°L0T

000'¥9Z°L0T
VITETLTT

POT'ETLTT
000°0sS
000°0SS

000°006°TT

000°006'TT
0
0

YT LEVTHT

YIT'LER'ILT

¥9T°L79°98Z
PoT' L7998

¥92°L2998Z

000°E6T°80T
000°E6T'80T
000'¥9S°E
000'v95°E

000°£54°TTT
000°£L54°TTT
000°00%'SE

000°00%°SE
000°00%'SE
000'¥9Z°L0T

000°¥9Z°£L0T
000°¢65'LZ

000°¥6S"LT
000055
000°05S
000°006'TT
000°006°TT
0

0

000°80E"LYT

000'80£'Z8T

000°S9%"v62
000°S9%° v6T

000°59%"v67

000°6TZ'ELT
000°6TZELT
000050
000°0S0°t

000°692°LL2
000°69Z°LLE
000°000'9€

000°000'9€
000°000'9¢
000°¥98'v6

000°¥98'v6
000°000°6

0000006
00000£°2
000'00£'Z
000°005'2Z
000°005°T
000'0S4'ST
00005L'ST

000°¢T8'¥¥T

000'PT8°08T

000°E80'8SY
000'EBO'BSY

000°€80'85Y

100
VSVI8 SYNIO NYNYIVIH3d VINYIIE WH-TTT#ZS
- 100
6T-QIAQD INIANYd NYNVONYNId WSYI VINYII8 WH-Z6TTZZS
esedau imesede uep ‘wey ‘winyny
Buepiqip yeluuawad uexeliqay ueeuesyead ueijepuaguad
uep ‘isen|eas ‘uenejuewad jisey ISEpUIWOYaI uBuNSNAUSY WY'IZT
Isepuawwoyal veunsnAuad uep uesnwiniag 1zt
- T00-
BI-QIAOD INIANY
NYNVONYNId TYNOISYHIJO NON ONVHYE YINYIIg WY-TYZTZS
Isejiunwoy uep eleq 1ayed edelg av'ozt
- T00-
VLONHVNT ONILIIW LINVd SYNIQ NYNYIVINId YINYI3g WY-BTTHZS
- 100-
VLONWYIVA ONILIIN 13NV SYNIQ NYNYIVINId VINYTIE WY-FTTHZS
B T00-
6T-0INOD IN3ONYd NYNYONYNId ¥SYI VINYI3E NY-Z6TZES
- T00-
1S3404d VSYT VINYI3g NY-TSTZZS
- T00-
NVHVE ¥INV13g WY-TTZTIZS
eseday Jmesedy
uep ‘vH ‘wiyny Suepiq ip uelequey jwejeSuaw
3ued yejesew uejesajahuad ISEpUaWOYa) ueunsnAuag YY0ZT
Isepuawoyal ueunsniuad sisijeuy ozt
esedan aniesedy uep ‘eisnuepy isesy yeH ‘wnyny
Buepiq 1p ueyejunawad ueeseS3uajaiuad ueljepusduad |isey T00'a8Y
WYH NYQ IWNINH DNYAIE NYNYTIgIN asy

NYNVINVII NYT ‘WNXNH NILNOd ONvaig
IONVHYLNIHINID NYvdVOONITIANId NVITYANIDONId TISYH NYNNSNANId Z0b9 v




	Untitled
	9534144eb1909c5e1aecbfb2b1557781bc88cd36e85f765039c35e12c6c0ff86.pdf
	Untitled

